[ SALINANq

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

'ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6)A Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); ’ ’






















Lampiran VII

Catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX Daftar rekapitulasi piutang tidak
tertagih;

Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

Lampiran XI

penyisilian dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan
dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam
pengerjaan;

Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya,;

Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya,

Lampiran XX Ihktisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) terdiri dari :
Lampiran kinerja tercantum dalam Peraturan Daerah ini ; dan

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Peraturan
Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun
Anggaran = 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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